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1 PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha €33, sehingga seluruh program kerja dan kegiatan
Biro Keuangan Tahun 2023 dapat ferlaksana dengan baik, Laporan Kinerja im memuat
informasi capaian kinerja terkait proses pencagaian Ijuan dan sasaran strategis yang
telah ditetapkan sebelumnya pada Perjanpan Kinerja tahun 2023 serta perbandingan
capaian kinerja pada tahun inl dengan tahun sebelumnya. Kami bernarap agar Laporan
Kinerja i dapat permanfaat dan menjadi umpan talik bagi Bire Keuangan untuk
melakukan peningkatan Kineria,

Selaku pimpinan Bire Keuangan, kami menpgucapkar terima kasih dan memberikan
apresiosi yang tinggi atas kinerja seluruh pegawai Biro Kewangan sepanjang tahun 2(:23
ini. Tidak lupa juga kemi sampaikan terima kasih kepada para mitra ketja yang turut
mendukung pencapaian Kinerja Birn Keuangan. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha
Esa senantiasa membimbing kita datam melaksanakan tugas dan tanggung javiab pada
tahun-tahun selanjutnya

Laparan Kingrja Bire Kevangan ] i
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CAPAIAN & -

KINERJA "has

BIRO KEUANGAN

102,02%

Capaian IKK 1.1

Persentase Kesesuaian
Laporan Keuangan
dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan

Target = 100% Pagu : Rpl.&63.580.000
Realisas) - 100%  Realisasi: Apl 658 413.6%3

Panyetapun Angguran

99.69%

Capsan Kinuns

100%

Capaian IKK 1.2
Nilai Indikator Klnoal

Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Kementerian Sosial

Target 80 Pagu i Rp2. 637 475,000
Realizasi ! 51,22 Resbsasi Hp2 632 556,241

Feaynragan Anggaran

99.81%

Capoian Kinerjo

101,36%

Capaian IKK 1.3

Persentase Tingkat Realisasi
atas Target Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) di
Lingkungan Kementerian Sosial

Target - 76.52%

Pagu P Rpé21 007.000
Reahsas: - 83 56%

Realsasi’ Rp620 200,156

Capasan Kinuna

109,20%

Panyeapan Anggstan

99.87%

PENYERAPAN ,

&

ANGGARAN

Capaian IKK 2.1

Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Sekretariat Jenderal

Target 80
Readisasi- 91,38

Pagu - Rpl0B 855 000
Realisasi- RplO7 YR9.000

Feayerapan Anggaran

99.02%

Capanan Xinera

101,5%

Capaian IKK 2.2

Nilai SAKIP Biro Keuangan

Pagqu . Rpi5.50£ 000

Targe! @83
Realisasi: Rpa5.50< 000

Realisas:: 83

Capalan ke |a

100%

TIOMMA BN P Aasd B Abas ARYE

Henyemapsn Anpgaan

100%

Capaian IKK 2.3

Nilai kepuasan stakeholder
terhadap layanan Biro Keuangan

Target 180
Realizsas): 50,08

Pagu [ Rpl7 855 464,000
Reallsasi: Rp77.224.730.069

CApaian Xinetga

100,09%

FROYITRpUn ANguarun

99.14%
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A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja merupakan implementasi dalam upaya peningkatan reformasi
birokrasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
penerapan manajemen kinerja yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran
dan pelaporan kinerja. Penerapan SAKIP bertujuan agar penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan berrtanggungjawab serta terbebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN).

Kementerian Sosial sebagai bagian dari pemerintahan yang bertanggungjawab
terhadap pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia berupaya mewujudkan
cita-cita luhur bangsa menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur,
sejahtera, mandiri dan bermartabat. Pembangunan kesejahteraan sosial tentunya
harus didukung selain oleh aparatur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam
bidang tugasnya, juga harus didukung dengan pengelolaan keuangan negara yang
profesional, transparan, dan akuntabel oleh penanggungjawab dan pelaksana
program.

Sekretariat Jenderal melalul Biro Keuangan, melaksanakan pembinaan dan
koordinasi tata laksana keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi dalam
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Kementerian Sosial,
sebagaimana tugas dan fungsi Biro Keuangan dalam Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial dengan dukungan anggaran dan program pada DIPA Biro
Keuangan.

Laporan kinerja merupakan salah satu unsur dan SAKIP. Laporan kinerja
merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah,

Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan program kegiatan, maka disusunlah Laporan Kinerja Biro Keuangan
Kementerian Sosial Tahun 2023 yang merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan
rencana kegiatan Tahun 2023 serta sebagai upaya untuk memperbaiki dan
meningkatkan kinerja (performance) Biro Keuangan di Tahun 2024.
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B. TUGAS DAN FUNGSI

Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021
tentang Kementerian Sosial mempunyai tugas urusan pemerintahan di bidang
sosial.

Sebagal bagian dari pemerintahan, Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab
terhadap pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia untuk mewujudkan cita-
cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan negara untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial tentunya harus didukung selain oleh aparatur
yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya, juga harus
didukung dengan pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan
akuntabel,

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Biro Keuangan merupakan
satuan kerja Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas untuk melaksanakan
koordinasi dan pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan
menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan dan koordinasi pelaksanaan urusan tata laksana keuangan,
(2) pelaksanaan urusan perbendaharaan;

(3) pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;

(4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

(5) pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk mencapai sasaran yang
direncanakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementernian Sosial,
struktur organisasi Biro Keuangan sebagai berikut:

Laporan Kinerja Biro Kauangan TA. 2023 03



Sekretariat Subbagian Tata Usaha

Jenderal Subbagian Tata Usaha mempunyai

lugas melakukan penyiapan bahan dan

koordinasi  penyusunan  rencana,

program, anggaran, pelaporan kinerja,

Biro Keuangan administrasi kepegawaian,

ketatalaksanaan, administrasi

keuangan, administrasi barang milik

negara, persuratan, kearsipan, serta
kerumahtanggaan Biro; dan

subbagian Kelompok Jabatan Fungsional
Tata Usaha Kelompok jabatan fungsional
mempunyai tugas memberikan
pelayanan fungsional dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan
Kelompok Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai
Fungsional dengan  bidang  keahlian  dan
keterampilan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sehubungan dengan perubahan
sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi, Kepala Biro Keuangan membentuk
kelompok kerja melalui Surat Keputusan Nomor 307/1.2/0T.01.00/2/2023 tentang

Tim Kerja di Lingkungan Biro Keuangan Tahun 2023. Tim Kerja tersebut terdiri
dari:

g*w Tim Kerja | o Tim Kerja lll
At melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan tugas dan
ketatausahaan dan rumah fungsi Perbendaharaan.
tangga
_ Tim Kerja Il 1 Su sy

* | melaksanakan tugas dan
fungsi Verifikasi dan
Akuntansi.

',AD‘ * melaksanakan tugas dan
“ fungsi Tata Laksana Keuangan
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D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) adalah komponen penting yang berpengaruh
dalam keberhasilan kinerja di lingkungan Biro Keuangan untuk mencapai
rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data pada akhir tahun

2023, Biro Keuangan memiliki pegawai JUMLAH PEGAWAI
berjumlah 39 orang yang terdiri dari 1 BIRO KEUANGAN

(satu) orang PIt. Kepala Biro setingkat O] DR gL

eselon I, 1 (satu) orang Kepala 39

Subbagian Tata Usaha, 13 orang

pegawai dengan Jabatan Fungsional

Tertentu (JFT), 20 orang Jabatan ORANG "‘
Fungsional Umum dan 5 (lima) orang

PPNPN.

Berdasarkan data 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2020-2023, jumiah
pegawai ASN pada Biro Keuangan menunjukkan penurunan jumlah dari
tahun ke tahun. Faktor utama penyebab hal ini adalah rasio jumlah pegawai
yang keluar (mutasi/rotasi/pensiun) tidak sebanding dengan jumlah pegawai
yang masuk (CPNS/mutasi/rotasi).

00
2020 2021 2022 i
2023

Adapun demografis pegawai Biro Keuangan berdasarkan jabatannya
sebagai berikut;

mposisi SDM Biro Keuangan Komposisi SDM.
' berdasarkan Jabatan Biro Keuangan berdasarkan
) tingkat Pendidikan
20 orang

(53,85%) §2 3 orang (R 8%)

D WIST 23 otang (67.6%)

2 orang

(5,13%) 5 orang o)
= (12.829%) f%n 1 orang (2.936)
STRUKTURAL JFT Fu PPNPN
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/' Komposisi SDM Biro Keuangan Komposisi SDM Biro \..
ﬂ‘ berdasarkan Keilmuan Kg_ugngnn_b_e_tdgsgqun_usm

Ekonomi/Akuntans| 22 orang (64.7%) usia

25.30
T orang usia
W 31.35
Non Ekonomi/Akuntansi 12 orang (35.3%) 1 orang
29%)
]

Pada tahun 2023, Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan memperoleh
nilai 56,64. Indeks Profesionalitas ASN merupakan potret kualitas ASN
berdasarkan kesesuaian kualifikasi (25%), kompetensi (40%), kinerja (30%),
dan kedisiplinan (5%) pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Kompetensi

Kinerja

Masing- masing dimensi memiliki bobot penilaian yang diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas
ASN. Berdasarkan indeks tersebut, dimensi yang perlu ditingkatkan pada
ASN Biro Keuangan agar profesionalitasnya turut meningkat adalah
kompetensi. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan mengikuti
pelatihan seperti pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan teknis,
pelatihan fungsional, workshop, bimbingan teknis,
seminar/konferensi/sarasehan, e-learning, dan pelatihan lainnya.
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E. ISU STRATEGIS

Biro Keuangan memiliki peran strategis dalam melaksanakan koordinasi dan
pengelolaan keuangan Kementerian Sosial. Pengelolaan Keuangan Negara
sendiri didefinisikan sebagai sebuah siklus yang dimulai dari tahap
perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan pelaksanaan
anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu,
Biro Keuangan juga mendukung pencapaian Sasaran Program Sekretariat
Jenderal "Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas”.

Pada tahun 2023, Kementerian Sosial berupaya untuk mempertahankan dan
meningkatkan tata kelola setelah melaksanakan penataan organisasi dan
tata kerja di lingkungan Kementenan Sosial pada tahun 2022 lalu, sehingga
isu strategis yang berkembang menjadi trends bagi Kementerian Sosial
melalui Biro Keuangan dalam upaya meningkatkan tata kelola secara khusus
dalam hal pengelolaan keuangan meliputi:

1.Upaya peningkatan Pengendalian Internal atas
Pelaporan Keuangan pada lingkungan Kementerian Sosial

2.Munculnya  penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) BPK RI sebagai salah satu indikator
dalam penilaian Reformasi Birokrasi

3.Perubahan kebijakan dan aturan terkait pengelolaan
keuangan
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F. SISTEMATIKA

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2021
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB1 - PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta isu strategis
Biro Keuangan.

BAB 2 - PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan secara ringkas dokumen perencanaan
yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan
anggaran Biro Keuangan Tahun 2023 serta Perjanjian Kinerja
Tahun 2023.

BAB 3 - AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan analisis pencapaian kinerja Biro
Keuangan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik
terhadap pencapaian sasaran strategis Tahun 2023.

BAB 4 - PENUTUP
Pada bagian ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari
Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2023 dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada masa
yang akan datang.

Laporan Kinerja Biro Kauangan TA. 2023
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BAB Il
PERENCANAAN

KINERJA

A. Rencana Strategis Biro Kevangan Tahun 2020 - 2024
B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

C. Rencana Kinerja Tahun 2023

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

E. Anggaran Tahun 2023

- ‘
- ’
Peloksanocn Pendampingan

Pelaksancan Anggaran dengan
meiibatkan Kanwil DjPb
Provinsi Kalimanlan Sg!alan
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A. RENCANA STRATEGIS BIRO KEUANGAN
TAHUN 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Keuangan 2023
merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas
dan fungsi Biro Keuangan pada tahun 2023, dengan mengacu pada Renstra
2020-2024. Dalam rangka menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen
seluruh jajaran di Biro Keuangan dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya, maka ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta
strategi sebagai berikut:

~ VISI

Mewujudkan pengelolaan keuangan
Kementerian Sosial Republik Indonesia
yang efektif, transparan dan akuntabel.

MISI

1.Melakukan peningkatan kualitas dan
kapasitas tata kelola keuangan,; serta

2.Melakukan pembinaan terhadap
Sumber Daya Manusia (SDM)
pengelola keuangan.

[ TUJUAN

' Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial
v yang transparan dan akuntabel serta
meningkatnya efektifitas birokrasi dalam
hal pengelolaan keuangan
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Pada tahun 2023, berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP
Kementerian Sosial oleh Kementerian PAN dan RB tahun 2022, Kementerian
Sosial melakukan beberapa penyempurnaan dan perbaikan pada dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Tahun 2020-2024.

Merujuk pada penyempurnaan dan perbaikan dokumen Renstra Kementerian
Sosial tersebut, maka kemudian Biro Keuangan melakukan penyesuaian
sasaran dan indikator mengikuti penyesuaian sasaran dan indikator pada
Sekretariat Jenderal. Berikut adalah keselarasan informasi kinerja dari tingkat
Kementerian Sosial, Sekretariat Jenderal, dan Biro Keuangan setelah
penyesuaian tersebut:

Kementerian Sosial

Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kualitas
Birokrasi Kementerian
Sosial

Sekretariat Jenderal

Sasaran Program (SP) 4
Meningkatnya Kualitas
Birokrasi Kementerian Sosial

Biro Keuangan

Sasaran Kegiatan (SK) 1
Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan

Indikator: Indikator:
Indikator: 1.Nilai kinena anggaran 1.Persentase Kesesuaian
1.Nilai Kepuasan Kementerian Sosial Laporan Keuangan
Stakeholder terhadap 2.0pini atas Laporan dengan Standar
layanan Kementerian Keuangan Kementerian Akuntansi Pemerintahan
Sosial Sosial 2.Nilai Indikator Kinerja

2.Nilai Reformasi
Birokrasi (RE)
Kementerian Sosial

Sasaran Program (SP) 5
Terwujudnya

Sekretanat Jenderal
yang akuntabel dan
berkinena tinggl

Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Kementerian
Sosial

3.Persentase Tingkat
Realisasi atas Target
Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) di
Lingkungan Kementenan
Sosial

Sasaran Kegiatan (SK) 2
Terwujudnya

Sekretariat Jenderal

yang akuntabel dan
berkinerja tingg:

Indikator: indikator:
1.Nilai kepuasan 1. Nilai Indikator Kinerja
stakeholder terhadap Pelaksanaan Anggaran

layanan Sekretanat
Jenderal

(IKPA) Sekretariat
Jenderal
2.Nilai kepuasan
stakeholder terhadap
layanan Biro Keuangan
3. Nilai SAKIP Biro
Keuangan

Laporan Kinerja Biro Kauangan TA. 2023
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B. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu
instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap
lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama,
dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Keuangan, terdapat indikator
yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Keuangan yang meliputi:
1.Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan,
2.Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial,
dan
3.Persentase tingkat realisasi atas target Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) di lingkungan Kementerian Sosial.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang
disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan
mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang diuraikan dalam
Rencana Kinerja Pemerintah (RKP). Dokumen Renja memuat Kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan beserta dengan sasaran, indikator
kinerja, dan anggarannya. Renja kemudian menjadi acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Biro
Keuangan tidak lagi menjadi kegiatan sendiri, tetapi disederhanakan sehingga
berada pada Kegiatan 6288 - Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN
dan Umum. Kegiatan tersebut bersifat lintas unit kerja eselon Il di Sekretariat
Jenderal. Sehingga pada tahun 2023 Rincian Output (RO) Biro Keuangan
terdiri dari:

1.Layanan Perkantoran
2.Layanan Manajemen Keuangan
3.Layanan Reformasi Kinerja
4.Layanan Umum
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D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja
wajib membuat Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen
pelaksanaan anggaran dan mencantumkan indikator dan target Kkinerja.
Perjanjian kinerja merupakan komitmen yang dibuat oleh kepala satker untuk
melaksanakan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian
kinerja berisikan sasaran, indikator kinerja dan target.

Perjanjian kinerja Biro Keuangan pada tahun 2023, ditetapkan sebanyak
4 (empat) kali yaitu pada bulan Januari, Februari, Oktober dan November.
Perubahan tersebut dikarenakan adanya perubahan Pimpinan, penyesuaian
sasaran kegiatan dan indikator kinerja, serta pergeseran anggaran antar KRO
dan antar Jenis Belanja pada Eselon | yang sama.

Perjanjian Kinerja setelah revisi menjadi acuan dalam pengukuran dan
penyusunan Laporan Kinerja Biro Keuangan tahun 2023 sebagai berikut:

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
SK.1 Meningkatnya kualitas Persentase Kesesuaian Laporan
pengelolaan keuangan KK 1.1 Keuangan dengan Standar Akuntansi 100%

Pemerintahan

Nilal Indikator Kinerja Pelaksanaan

IKK 1.
12 Anggaran (IKPA) Kementenian Sosial 50
Persentase Tingkat Realisasi atas
Target Penenmaan Negara Bukan
IKK 1, . : 76,52%
. Pajak (PNBP) di Lingkungan .
Kementerian Soslal
SK.2 Terwujudnya Nilai Indik Kineria Pelak
Sekretariat Jenderal KK 2,1 o ncikator Kinerja Pelaksanaan 90
Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal
yang akuntabel dan
berkinerja tinggi Nilai kepuasan stakeholder terhadap
IKK 2.2 . 90
layanan Biro Keuangan
IKK 2.3 Nilai SAKIP Biro Keuangan 83
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E. ANGGARAN TAHUN 2023

Pada awal tahun 2023 Biro Keuangan mendapatkan alokasi anggaran
sebesar Rp140.115.678.000,00 yang bersumber dari APBN. Anggaran
tersebut mengalami peningkatan sebesar 48,35% jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Dalam perjalanannya, terjadi pergeseran anggaran
sebanyak tiga kali pada bulan Juli, September dan Oktober sehingga
anggaran Biro Keuangan sampai dengan akhir tahun menjadi sebesar
Rp83.011.888.000,00.

Rp140.115.678.000 BIRO KEUANGAN
TA 2023

Anggaran Bro Keuangan TA 2023
bardasarkan DIPA Sekretarat
Jenderal SP DIPA-
027.01.1.440121/2023

tanggal 30 Novernber 2022

Rp114.700.327.000

Pengurangan anggaran belana pegawas
senilal Rp25.415.351.000 unluk

melakukan relokasi belanja pegawal yang

ORRORS

m. Qe e T terkena Blokir AA ke BA BUN sesual
dengan surat Menterl Keuangan nomos
Rp115.523.888.000 S-557/MK_02/2023 Tanggal 7 Juk 2023
Penarmibahan anggaran i bulan
September pada belanga barang p- T S
operasional sendal RpB23.561.000 s :ﬂlmn.
diperuntukan untuk kebutuhan Rp83.011.888.000
bedanja barang perjaianan dinas Pergesaran anggaran belanjx pegawal dan Bro
pampinan Keuangan ke Pusdiklatbangprol senital Rpd.012.000.000.

Panambahan anggaran ke Biro Kevangan sendal

Rpda 000.000.000 untuk memanunl kebusuhan belan|a
barang penatanan dinas pimpinan.

Pergesaran anggaran belanja pegawal desi Biro
Keuangan ke Beo Umum untuk kebusuhan belania modad
Kememerian Sosial serda Rp 22.500.000.000

Bukti ckkung dapat diakses dengan

caa meminda kode QR Denkuf

aru mealkn tvanala benkut

hit W REAKLROReuZ023
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran atas capaian kinerja
dilakukan dengan membandingkan
antara target indikator kinerja yang
ditetapkan dalam Pernanjian Kinerja
(PK) Biro Keuangan dengan
realisasinya. Pengukuran capaian
kinerja tersebut dilakukan secara
berkala (bulanan/ triwulan/ tahunan)
sesual dengan karakteristik dari
masing-masing indikator  kinerja.
Capaian kinerja tersebut kemudian
dilakukan  pemantauan  melalui
aplikasi berbasis web pada aplikasi
Kinerjaku milik Kementerian Sosial,
E-monev milik Bappenas, serta
melalui  aplikasi SMART  milik
Kementenan Keuangan.

Capaian kinerja organisasi
merupakan rata-rata dari capaian
kinerja setiap indikator pada masing-
masing sasaran kegiatan dengan
perhitungan sebagai berikut:

realisasi
—eee X 100%
target
Perhitungan tersebut digunakan

untuk menghitung capaian kinerja
organisasi Biro Keuangan atas
2 (dua) sasaran kegiatan yang
dijabarkan dalam 6 (enam) indikator
yang ditetapkan pada tahun 2023.

Dari 6 (enam) indikator kinerja,
terdapat 4 (empat) indikator yang
capaiannya telah melampaui target
(> 100%), 1 (satu) indikator
mencapai  100% dan terdapat
1 (satu) indikator yang masih dalam
proses penilaian sehingga belum
didapatkan realisasinya.

RATA-RATA CAPAIAN
KINERJA BIRO KEUANGAN
TAHUN 2023

102,02%

Rata-rata capaian kinerja Biro
Keuangan mencapai sebesar
102,02% atau turun sebesar

0,61 poin dari capaian kinerja tahun
2022 dikarenakan adanya
perubahan target pada salah satu
indikator kinerja.

2020 2021
9369%  10078%

2022 2023
10263%  10202%

Grafik 1. Perbandingan capaian kinerja
Biro Keuangan Tahun 2020-2023
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Tabel 1. Capaian Kinerja Biro Kevangan Tahun 2023 per Indikator

Sasaran

Indikator Kinerja

Kegiatan Keglatan Target Realisasi Capaian
Meningkatnya  Persentase Kesesuaian
kualitas Laporan Keuangan dengan
pengelolaan Standar Akuntansi 100% 100% 100%
keuangan Pemerintahan
Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran 90 91,22 101,36%
(IKPA) Kementerian Sosial
Persentase Tingkat
Realisasi atas Target
Penerimaan Negara Bukan 76,52% 8356% 109,20%
Pajak (PNBP) di Lingkungan
Kementerian Sosial
Terwujudnya Nilai Indikator Kinerja
Sekretariat Pelaksanaan Anggaran a0 9135 101.50%
Jenderalyang  (IKPA) Sekretariat Jenderal
akuntabel dan
berkinerja Nilai SAKIP Biro Keuangan 83 83" 100%
tinggi
Nilai kepuasan stakeholder
terhadap layanan Biro 90 90.08 100,09%
Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja ! 102,02%

(*) dalam prases penilsian APIP

Bukh aukiung dapat dlakses gangan

cara meminda kode QR berikut,

arau melahn pranala penkur
mrosys. kemensos. goid/m
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B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan capaian organisasi, maka diperlukan
pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian
Biro Keuangan pada Tahun 2023 juga perbandingan capaian saat ini
terhadap target jangka menengah (lima tahun) yang telah ditetapkan melalui
rencana strategis Biro Keuangan Tahun 2020-2024 dalam melaksanakan
koordinasi dan pengelolaan keuangan, diuraikan sebagai berikut:

SASARAN  MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN
KEGIATAN 1 KEUANGAN

Ringkasan capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
untuk Sasaran Kegiatan (SK) 1 tercantum pada Tabel 2

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Biro Keuangan Tahun 2023

Sasaran Indikator Kinerja .

Kegiaten Keciatm Target  Realisasi  Capaian
Meningkatnya  Persentase Kesesuaian 100% 100% 100%
kualitas Laporan Keuangan dengan
pengelolaan Standar Akuntansi
keuangan Pemerintahan

Nilai Indikator Kinerja 90 91,22 101,36%
Pelaksanaan Anggaran

(IKPA) Kementerian Sosial

Persentase Tingkat 76527  8358% 109,23%

Realisasi atas Target
Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) di Lingkungan
Kementerian Sosial

Rerata Capaian 103.53%
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IKK 1.1
Persentase Kesesuaian

Laporan Keuangan dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Laporan keuangan pemerintah
berperan sebagai wujud akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara, maka
komponen laporan yang disajikan
setidak-tidaknya mencakup jenis
laporan dan elemen informasi yang
diharuskan oleh ketentuan peraturan

perundang- undangan (statutory
reports).
Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) ditetapkan melalui Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. SAP  merupakan
acuan dalam menyusun laporan
keuangan pemerintah. Sejak tahun
2015, Indonesia telah
mengimplementasikan SAP berbasis
akrual (accrual basis).

SAP berbasis akrual memberikan
gambaran yang utuh atas posisi
keuangan pemerintah, menyajikan
informasi yang sebenarnya
mengenai hak dan kewajiban
pemerintah, juga bermanfaat dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah
terkait biaya jasa layanan, serta
efisiensi dan pencapaian tujuan.

Cara Perhitungan

SAP dinyatakan dalam bentuk
Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan
Pengantar Standar Akuntansi
Pemerintahan dan disusun mengacu
kepada Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan.

I satker yang menyusun LK sesuni SAP 2
I satker Kemensos yang menyusun LK

100%

Sebagal salah satu kriteria pemberian
opini laporan keuangan oleh BPK RI
sesuai dengan Undang-Undang No 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, Kesesualan dengan Standar
Akuntansi Pemerintah, divalidasi dan
dinyatakan oleh BPK Rl pada Laporan

Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Kementerian Sosial.

Berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK RI atas Laporan
Keuangan Kementerian Sosial
tahun 2022  Laporan  Hasil
Pemeriksaan BPK Rl Nomor

98.a/HP/XV1/05/2023 tanggal 24
Mei 2023, Kementerian Sosial
mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Sehingga
capaian untuk indikator ini sebesar
100%.
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Tabel 3. Perbandingan Capaian IKK 1.1

Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar

KK11 Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2020 2021 2022 2023 2024 % Capaian
Target Jangka
EniEralET R T R % | F Menenga
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

Tabel diatas menunjukkan
persentase capaian kinerja terkait

kesesuaian laporan  keuangan
dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) selama

4 (empat) tahun terakhir mencapai
100%.

Hal ini disebabkan karena sistem
dan koordinasi dalam penyusunan
laporan keuangan yang sudah ada
baik kepada pihak internal maupun
eksternal telah terlaksana dengan
baik.

Gerrdir d ':.
A\prive uf .}Jyd({ ﬁ he \n-%\ 'ofAE
B _‘1'073&;;.&:3\9 m vhalt ohusronsl) .y )

2 IRUSTIRASE STRLETON ORGAMISASE SAT 3o :
== °

=

=

2 eI een |
# - - u] -

e

Loyw pelabsanase soamtesn < | @

MK 2022 meli T0OR | ®

\l
|
|
|
‘

Laporan Kinerja Biro Kauangan TA. 2023

Kesuksesan pencapaian tersebut
juga tidak terlepas dari adanya
dukungan dan komitmen dari
pimpinan serta seluruh unit kerja
Kementerian Sosial dalam hal
melakukan penyusunan laporan
keuangan yang sesual dengan
Standar Akuntasi Pemerintahan
(SAP).

A LS QL
IS {1 o370t 51k st

Faktor pendukung lainnya adalah
pelaksanaan monitoring LK secara
periodik (bulanan) dari sistem
aplikasi, sehingga kendala/masalah
dapat segera teridentifikasi dan
dikonfirmasi kepada satker untuk
segera ditangani.
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Dalam rangka mendukung
penyusunan Laporan Keuangan,
Biro Keuangan melaksanakan

beberapa kegiatan sebagai berikut:

« Pelaksanaan supervisi laporan
keuangan untuk meningkatkan
kualitas pelaporan keuangan
pada 28 satker di lingkungan
Kementerian Sosial.

« Penyusunan rancangan
Keputusan Menteri Sosial
tentang Kebijakan Akuntansi

Bantuan Sosial (Bansos).

« Koordinasi pertanggungjawaban
pelaksanaan Bantuan Sosial
dalam rangka penyusunan
Rancangan Keputusan Menteri
Sosial tentang Penggunaan
Bagan Akun Standar (BAS)
dalam penyaluran Bansos dalam
bentuk wuang di lingkungan
Kemensos.

Verthgon (Reruee T
Lo SAsISRRITN
3 'rWJ"F’q.?-?‘M) 2

« Konsolidasi Pengendalian
Internal atas Laporan Keuangan
(PIPK) di Lingkungan
Kementerian Sosial terkait
dengan pelaksanaan penilaian
atas penerapan PIPK.

« Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Sosial, UKE |
Sekretariat Jenderal dan Satker
Sekretariat Jenderal.

untuk
menjaga
Laporan Keuangan
Kementerian Sosial, Biro Keuangan

Sebagai upaya
mempertahankan dan
kualitas dari
akan berupaya untuk
melaksanakan:

« Peningkatan pelaksanaan
penilaian dan penerapan PIPK
di  lingkungan Kementerian
Sosial.

« Mendorong penetapan
rancangan Keputusan Menteri
Sosial tentang Kebijakan
Akuntansi Bantuan Sosial dan
rancangan Keputusan Menteri

Sosial tentang Penggunaan
Bagan Akun Standar (BAS)
dalam  penyaluran Bansos
dalam  bentuk uang  di

lingkungan Kementerian Sosial.

Buktr chakung dapar advakses genga

1 meswida vode QR Danky

[mgsm |
(&4,

A meiaiu pranala barkur

Wikir eo/VERA 2023
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Indikator Pelaksanaan

Kinerja
Anggaran (IKPA) adalah Indikator
yang ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara (BUN) untuk mengukur
kualitas kinerja pelaksanaan
anggaran  belanja Kementerian
Negara/ Lembaga dan sisi kualitas
implementasi perencanaan
anggaran, kualitas pelaksanaan
anggaran, serta kualitas hasil
pelaksanaan anggaran.

———2

{

g Cara Perhitungan

IKPA memiliki total bobot 100% yang
terbagi sebagai berikut:

Pl Len
ws
Campubas Ondput

TP Betanie Comrabriond
s o
8 (Nilal Indikator n x Bobot Indikator n)

n=1 Konversi Bobot

Perhitungan nilal IKPA dan penyediaan
informasi IKPA dapat dipercieh melalu
aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses
melalui portal spanint.kemenkeu.go.id.
Kategori

Sangat baik : nila IKPA = 85

Baik B9 < nilad IKPA < 95
Cukup - 70 < nilai IKPA < 89
Kurang - nilai IKPA <70

IKK 1.2

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial

Berdasarkan penarikkan data dari
aplikasi OM-SPAN Kementerian
Keuangan pada tanggal 24 Januari
2023, Nilai IKPA Kementerian Sosial
mencapai nilai 91,22 atau dengan
predikat baik.

Adapun sebaran satker berdasarkan
kategori capaian IKPA tergambar
pada Grafik 2 sebagai berikut;

SANGAT BAIK
9 satker

KUpP
ker
Grafik 2. Sebaran Capaian Nilai IKPA Satker

Tetapi, berdasarkan hasil
pemantauan berkala secara
triwulanan, nilai IKPA Kementerian
Sosial cenderung menunjukkan trend
peningkatan sebagaimana tergambar
pada Grafik 3.

W2 TW3
90,49 9127
Grafik 3. Capaian IKPA Kementerian per triwulan
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Tabel 4. Perbandingan Capaian IKK 1.2

IKK 1.2 Nilal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial
2020 2021 2022 2023 2024 o capaian
: Target Jangka
T R % TRl R % T R % T R % T Me
90 B8B,13 9236 B9 9176 10310 89,25 9188 10295 ©0 9122 10146 90 101,46%

Tabel 4 menunjukkan perbandingan
capaian atas Nilai IKPA Kementerian
Sosial Tahun 2023 dengan Tahun
2020-2022 dan target untuk Tahun
2024.

Realisasi atas target IKPA Tahun
2023, capaian Biro keuangan
sebesar 101,46% atau turun sebesar
1,49 poin dari capaian tahun 2022.
Hal ini diakibatkan adanya
perubahan target Nilai IKPA pada
tahun 2023.

Tabel 5 memperlihatkan nilai pada
masing-masing indikator IKPA
Kementerian Sosial Tahun 2023.

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat
indikator yang belum cukup optimal
yaitu indikator Deviasi Halaman il
DIPA dan indikator Dispensasi SPM

dengan nilai < 89 atau belum
mencapai kategori Baik.
Nilai  untuk indikator Deviasi

Halaman 1l DIPA belum maksimal
dikarenakan penyaluran bansos yang

Penetapan target  tersebul  gjjaksanakan per triwulan tetapi tidak
berdasarkan evaluasi atas capaian gjjakukan penyesuaian pada saat
pada  tahun 2022  dengan  mejakukan update Halaman Iil DIPA.
mempertimbangkan indikator dengan o ! :
nilai yang kurang optimal, vyaitu Sementara, nilai md:katpr Dispensasi
Deviasi Halaman Ill DIPA dan S_PM_ bel_um mal-<5|mal _karena
Belanja Kontraktual. tmggmya‘ jumlah ‘dcspensa5| SPM
yang terbit pada Triwulan IV,
Tabel 5. Nilai IKPA Kementerian Sosial Tahun 2023
Kusftms Perencanae Kl Pelskaammen Anggeran Peimenas
Ket . Anggeran Nial  Komwers Nt
o Total Abr Ak
ToA  THOPA “Anggwan Komrnal | Tagwn urdmmie EeM v
Nis 27 58 «53 0e =4 M50 = 9955
Dobat L} © 0 L4} 0 L] s F LY
o a0 sy B2 901 @34 345 a2 245 Nz 0% n
"‘.:k 770 nm Y
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Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BPK RI

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
BPK RI| berkatan dengan pelaksanaan
anggaran. Hal ini dikarenakan salah satu
penyebab timbulnya hasil pemeriksaan
dan permasalahan yang sering muncul
dalam proses penyelesaian TLHP sendiri

adalah  ketidaksesuaian  pemakaian
anggaran dengan
pertanggungjawabannya.

Berdasarkan Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP)

Pemantauan BPK RI v JJ c .
per Semester |l Tahun 2023 g ~ w 1P
terdapat sebanyak 2.307 - S
rekomendasi. = § l

Penyelesaian TLHP BPK RI sampai

dengan Semester Il Tahun 2023
SESUAI REKOMENDASI
83.2% sebanyak 1.920 rekamendasi

DALAM PROSES

senanyak 366 rekomendasi . 15.9%
TIDAK DAPAT
DITINDAKLANJUTI
DENGAN ALASAN SAH

sebanyak 21 rekomeandas

«, » iy Gamdar 7,
vt ca ki g iﬁ)whw‘w.h”

el

n

Kegiatan Pendukung Capaian
Pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran
didukung oleh beberapa kegiatan Biro
Keuangan sebagai berikut:

« Meningkatkan kapasitas pejabat
perbendaharaan melalui pelaksanaan
asistensi bagi pejabat
perbendaharaan.

« Rekonsiliasi Data Rekening.

« Melakukan monitoring IKPA dan EPA
secara periodik (bulanan, triwulanan
maupun semester),

« Pelaksanaan pendampingan
pengelolaan keuangan pada 38 satker
Kementerian Sosial yang mencakup
pertanggungjawaban keuangan,
pejabat pengelola keuangan maupun
terkait kendala/masalah yang dihadapi
oleh satker di lingkungan Kementerian
Sosial.

« Penyusunan Rancangan Permensos
tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan.

« Menerbitkan surat edaran terkait
pengelolaan keuangan

- Asistensi peraturan/pedoman bidang
keuangan sehubungan dengan
ditetapkannya Peraturan Menteri
Sosial Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjangan Kinerja
Pegawai,

« Koordinasi Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan.

« Rekonsiliasi dan Konsolidasi
Penyelesaian Kerugian Negara.
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« Pelaksanaan pemantauan
Pelaksanaan Anggaran (IKPA dan
EPA) serta progress penyelesaian
tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPK secara periodik (bulanan,
triwulanan maupun semester)
maupun pelaksanaan
pendampingan pengelolaan

Faktor Pendukung Capaian keuangan pada satker di
Capaian tersebut juga didukung oleh lingkungan Kementerian Sosial
beberapa faktor, sebagai berikut: membantu satker menghadapi
« Adanya dukungan dan komitmen kendala/masalah terkait
dari pimpinan serta seluruh unit pengelolaan maupun
kerja Kementerian Sosial dalam pelaksanaan anggaran.
melaksanakan pemantauan « Adanya koordinasi dan kerjasama
terhadap pelaksanaan dan dengan pihak internal (Biro OSDM
pengelolaan anggaran serta untuk dan Pusdiklatbangrof) serta pihak
menyelesaikan Tindak Lanjut eksternal (BPKP dan Kementerian
Hasil Pemeriksaan BPK. Keuangan) dalam hal
« Adanya komunikasi yang baik pelaksanaan peningkatan
dengan Kementerian Keuangan kapasitas bagi pengelola
(cq. DJA, DJPb, KPPN) dan keuangan secara khusus
stakeholder terkait dengan ?endahara dan PPSPM di |
perubahan kebijakan/ aturan lingkungan Kementerian Sosial.

maupun dalam hal penyelesaian
kendala/masalah terkait
pengelolaan dan pelaksanaan
anggaran.

« Adanya komunikasi dan
koordinasi intensif dengan
pengelola keuangan pada seluruh
satker di lingkungan Kementerian
Sosial untuk dalam hal
menyampaikan informasi yang
berkaitan dengan pengelolaan
keuangan.
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Rekomendasi
Sebagai upaya untuk
mempertahankan dan  menjaga

kualitas dari Nilai IKPA Kementerian

Sosial, Biro Keuangan akan
berupaya untuk melaksanakan:

« Mendorong satker untuk
meningkatan kualitas
perencanaan dengan
memastikan bahwa  seluruh

kegiatan telah dilengkapi dengan
jadwal pelaksanaan kegiatan dan
mencantumkan rencana
kebutuhan dana vyang akan
direalisasikan pada IKPA.

« Mendorong satker untuk
meningkatkan kedisiplinan dalam
melaksanakan rencana kegiatan
melalui:

(a) Memastikan Halaman Il DIPA
menjadi alat kendal bagi KPA
dalam pencapaian kinerja dan
output serta sasaran
program/kegiatan satker/K/L.

(b) Memastikan seluruh unit kerja/
satker melaksanakan kegiatan
sesuai dengan yang
direncanakan sebagaimana
tercantum dalam Hal Ill DIPA.

(c) Mengingatkan unit kerja untuk
melakukan update Halaman ||
DIPA setiap Triwulan sesuai
jadwal yang telah ditentukan
oleh Kementerian Keuangan.

(d) Memastikan deviasi antara
pelaksanaan dengan rencana
yang tercantum pada Hal 11l
DIPA tidak melebihi 5%

(lima persen).

« Selanjutnya, untuk meningkatkan

capaian pada indikator
Penyerapan Anggaran, periu
dilakukan beberapa sebagai
berikut:

(a) Melakukan akselerasi
pelaksanaan program/
kegiatan,

(b) Melakukan percepatan
pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ); dan

(c) Meningkatkan akurasi dan
melaksanakan percepatan
penyaluran dana bansos.

« Melakukan penyusunan dan
mendorong penetapan
Rancangan Permensos tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan

Butil kg dupdl dakses tengan
cara memundar kage QR baenkut
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IKK 1.3
Persentase Tingkat Realisasi atas Target
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
di Lingkungan Kementerian Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 20
tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Cara Perhitungan
Bukan Pajak, Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh

penerimaan Pemenntaﬁ Pusat ' yang s Realisasi PNBP
tidak  berasal dari  penerimaan x 100%
perpajakan. Berdasarkan data dan 2 Target PNBP

aplikasi Single Source Data (SSD) o .
PNBP, realisasi PNBP Kementerian  ‘ealisasi PNBP didapatkan berdasarkan
penarikan data pada aphkasi yang

Sosial pada Tahun 2023 mencapai disediakan oleh Kementerian Keuangan
sebesar Rp10.629.768.503, - atau yaitu aphkasi Single Souce Data (SSD)
83,56% dari target penerimaan PNBP  PNEP daniatau OM-SPAN

yang ditetapkan yaitu

Rp12.720.940.000,

Tabel 6. Perbandingan Capaian IKK 1.3

Persentase Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial

IKK1.3

2020 2021 2022 2023 2024 % Capaian
Target Jan
T R %: Y| R % T R % T R % T Menen

100 7682 7682 72 659 9160 7426 8179 11014 7657 8256 10920 8072 10862%

Ruang Lingkup Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang menjadi indikator
kinerja  berikut  meliputi PNBP
Fungsional dan PNBP Umum yang
berasal dari pemanfaatan BMN yang
dikelola oleh satuan kerja pengelola
PNBP di lingkungan Kementerian
Sosial yang memiliki target
penerimaan.
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Adapun rincian daripada target dan
realisasi Penerimaan Negara Bukan
Pajak Tahun 2023 per UKE | tersaji
sebagai berikut:

" Txget
" Realisesi
TARGET TARGET
Ro750.002.090 Ra %32 508.000
REALISASI REALISASI
| RN BIL 594307100 Ra390.£29.161
Sebretariat Jenders  Gitjen Dayasos Sitjen Rebsos

Grafik 4. Rincian Targel dan Realisasi PNGP
per UKE |

Pencapaian kinerja Penerimaan Negara
Bukan Pajak Tahun 2023 didukung oleh
beberapa kegiatan Biro Keuangan
sebagai berikut:

« Pelaksanaan monitoring realisasi
PNBP secara periodik (bulanan,
semester).

« Monitoning pengelolaan PNBP 17
satker pengelola PNBP di
Kementenan Sosial,

« Penyusunan Laporan PNBP
Kemensos TW IV Tahun 2022 dan
TW Il tahun 2023.

« Penyusunan Proposal Target dan
Pagu PNBP Kementerian Sosial

Capaian tersebut juga didukung oleh

beberapa faktor, sebagai berikut:

* Adanya komunikasi yang baik
dengan Kementerian Keuangan
selaku regulator terkait dengan
perubahan kebijakan/aturan.

« Biro Keuangan menyediakan layanan
untuk satker melakukan konsultasi
apabila menemui kendala/masalah
terkait pencatatan maupun terkait
dengan pengelolaan dan pelaporan
PNBP.

« Pelaksanaan monitoring realisasi
PNBP secara periodik (bulanan) dan
penyusunan laporan PNBP berkala per
Semester, serta adanya komunikasi
intensif yang dibangun Biro Keuangan
dengan satker pengelola PNBP
membantu apabila terdapat
kendala/masalah pada satker
sehingga hal tersebut dapat segera di
identifikasi dan diberikan solusi.

Sebagai upaya untuk mempertahankan
dan menjaga kualitas dari pelaksanaan
pengelolaan PNBP, Biro Keuangan akan
berupaya untuk melaksanakan:

« Mengidentifikasi dan
menginformasikan satker pengelola
PNBP yang belum melaksanakan
Pemutakhiran Tarif Sewa Atas
Rumah Negara/ Rumah Dinas di
lingkungan Kementerian Sosial
untuk melaksanakan pemutakhiran
tanf.

« Menjembatani unit kerja yang belum
melaksanakan Pemutakhiran Tarif
Sewa Atas Rumah Negara/ Rumah
Dinas di Lingkungan Kementerian
Sosial dengan pihak terkait
(cq. Kementerian PUPR).

Bukn dukng daoa! dukses dangan

CAA memnca kode OFR benlur

alad mealy pravioke Desihut,

LS WS . REmensas, 0o o
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SASARAN  TERWUJUDNYA SEKRETARIAT JENDERAL
KEGIATAN 2 YANG AKUNTABEL DAN BERKINERJA TINGGI

Ringkasan capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
untuk Sasaran Kegiatan (SK) 2 tercantum pada Tabel 7

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 Biro Kevangan Tahun 2023

Sasaran Indikator Kinerja
Kegtatan Kokt Target  Realisasi  Capaian
Terwujudnya Nilai Indikator Kinenja 90 91,35 101,50%
Sekretariat Pelaksanaan Anggaran
Jenderal yang (IKPA) Sekretariat Jenderal
akuntabel dan
berkinerja Nilai SAKIP Biro Keuangan 83 83" 100%
tinggi
Nilai kepuasan stakeholder S0 90,08 100,09%
terhadap layanan Bira
Keuangan
Rerata Capaian 100.53%
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IKK 2.1

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal

Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) adalah Indikator
yang ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara (BUN) untuk mengukur
kualitas kinerja pelaksanaan
anggaran  belanja Kementerian
Negara/ Lembaga dar sisi kualitas
implementasi perencanaan
anggaran, kualitas pelaksanaan
anggaran, serta kualitas hasil

pelaksanaan anggaran.

M‘
g Cara Perhitungan

IKPA memiliki total bobot 100% yang
terbagi sebagai berkut:
Sesinl (PR

s
Cepean (o
s

Dwema b WD
s

Taprrmed PV
-
Potpeans Ao o w
X,
BT A
s

WA TP Belrs S tend
ww W

9 (Nilai Indikator n x Bobot Indikator n)
n=1 Konversi Bobot

Perhitungan nilar  IKPA dan penyediaan
Informast IKPA dapat diperoleh melalul aplikasi
OM-SPAN yang dapat diakses melaks portal
Spanint. kemenkeu.go.id.

Kategori

Sangat baik - nilai IKPA = 95
Baik - 89 < nilai IKPA < 95
Cukup - 70 < nilai IKPA < 89
Kurang - nilai IKPA < 70

Berdasarkan penarikkan data dari
aplikasi OM-SPAN Kementerian
Keuangan pada tanggal 24 Januari
2023, Nilai IKPA Sekretariat Jenderal
mencapai nilai 91,35 atau dengan
predikat baik.

Adapun sebaran kategori capaian IKPA
pada satker UKE | Sekretariat Jenderal
berdasarkan tergambar pada Grafik 5
sebagai berikut:

SANGAT BAIK
1 satker

Grafik 5. Sabaran Capaian Milai IKPA Satker UKE | Sekjen
Tetapi, berdasarkan hasil
pemantauan berkala secara
triwulanan, nilai IKPA pada UKE |
Sekretariat Jenderal menunjukkan

trend peningkatan sebagaimana
tergambar pada Grafik 6.

™2 TW3
8807 8918

Grafik 6. Capaian IKPA UKE | Sekjen per triwulan
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Tabel 8. Perbandingan Capaian IKK 2.1

IKK2.1

Nilal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal

2020 2021 2022 2023 2024
*%Ww
Y (N x| N T R T R % g | Jungka Menengah
8184 80,23 NJA a0 4 a0 9135 101,50 ap 101,50%
Nilai IKPA Sekretariat Jenderal Berdasarkan tabel tersebut, terdapat
Tahun 2023 merupakan indikator indikator yang belum cukup optimal
yang baru ditetapkan sebagai yaitu indikator Deviasi Halaman Il

indikator kinerja Biro Keuangan pada
tahun ini. Oleh karena itu, pada
Tabel 8 terlihat bahwa perbandingan
capaian atas Nilai IKPA Sekretariat
Jenderal belum dapat disandingkan
dengan Tahun 2020-2022 dan target
untuk Tahun 2024. Tetapi untuk
Tahun 2023, Capaian atas target
IKPA Sekretariat Jenderal mencapai
sebesar 101,5%.

Tabel 9 memperlihatkan nilai pada
masing-masing indikator IKPA UKE |
Sekretaniat Jenderal Tahun 2023.

DIPA dan indikator Dispensasi SPM
dengan nilai < 89 atau belum mencapai
kategori Baik.

Nilai untuk indikator Deviasi Halaman
Il DIPA belum maksimal dikarenakan
terdapat ketidaksesuaian antara
Rencana Penarikan Dana (RPD)
dengan realisasi anggaran dan tidak
dilakukan pemutakhiran RPD sehingga
menyebabkan deviasi yang melebihi
5% (lima persen).

Sementara, nilai indikator Dispensasi
SPM belum maksimal karena tingginya
jumiah dispensasi SPM yang terbit
pada Triwulan IV.

Tabel 9. Nilal IKPA UKE | Sekretariat Jenderal Tahun 2023

Mmm Nusittea Pelalaacasn Angger sn Pﬁ-u"n-“
Ko Anggeina Mlal Koswers Nl
. Tots Ak Ak
Feviss  DeviaslHe  Po Belaria Peywirssion  Pesgeioman Capaian
DA MDA Anggesn  Komresmd piran  UPdasTUR ¥ Outgut
Nim 0 & WEL 9736 wEES U = AT
Bosot 0 0 0 4] n ] s 25
:'.;‘, x " 6 w4 029 220 295 M08 a4 00N 35
Nis a8 20,80 ».m
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o LamOarid. -
e W INPA =

Pencapaian kinerja  pelaksanaan
anggaran UKE | Sekretariat Jenderal
didukung oleh pelaksanaan beberapa
kegiatan Biro Keuangan vyang
dilakukan dalam pencapaian kinerja
pelaksanaan anggaran Kementerian
Sosial, dengan tambahan kegiatan
yang spesifik untuk mendukung
capaian kinerja pelaksanaan
anggaran UKE | Sekretariat Jenderal
sebagai berikut:

« Pelaksanaan Evaluasi Pencairan
Anggaran di Lingkungan
Sekretariat Jenderal

« Rekonsiliasi Pemutakhiran Hal I
DIPA

Capaian tersebut juga didukung oleh
beberapa faktor, sebagai berikut:

« Adanya dukungan dan komitmen
dari pimpinan serta seluruh unit
kerja Kementerian Sosial dalam
melaksanakan pemantauan
terhadap pelaksanaan dan
pengelolaan anggaran serta untuk
menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK.

« Adanya komunikasi yang baik
dengan Kementerian Keuangan

(cq. DJA, DJPb, KPPN) dan
stakeholder terkait dengan
perubahan kebijakan/  aturan

maupun dalam hal penyelesaian

kendala/masalah terkait
pengelolaan dan  pelaksanaan
anggaran.

« Penyebaran informasi terkini terkait
pelaksanaan dan pengelolaan
anggaran yang dilakukan secara
cepat melalui media komunikasi
Whatsapp Group (WAG) membantu
unit-unit  di  lingkungan satker
Sekretariat Jenderal maupun satker
di lingkungan UKE | Sekretariat

Jenderal untuk dapat segera
mengambil keputusan guna
menindaklanjutt  informasi  yang
disampaikan tersebut.

Sebagai upaya untuk
mempertahankan dan  menjaga
kualitas dari Nilai IKPA UKE |

Sekretariat Jenderal, Biro Keuangan
akan melaksanakan:

» Mendorong satker untuk
meningkatkan kualitas
perencanaan dengan
memastikan  bahwa  seluruh

kegiatan telah dilengkapi dengan
jadwal pelaksanaan kegiatan dan
mencantumkan rencana
kebutuhan dana yang akan
direalisasikan pada IKPA.
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Mendorong satker untuk
meningkatkan kedisiplinan dalam
melaksanakan rencana kegiatan
melalui:

(a) Memastikan Halaman Il DIPA
menjadi alat kendali bagi KPA
dalam pencapaian kinerja dan
output serta sasaran
program/kegiatan satker/K/L.

(b) Memastikan seluruh unit kerja/
satker melaksanakan kegiatan
sesual dengan yang
direncanakan sebagaimana
tercantum dalam Hal 11l DIPA.

(c) Mengingatkan unit kerja untuk
melakukan update Halaman il
DIPA setiap Triwulan sesuai
jadwal yang telah ditentukan
oleh Kementerian Keuangan.

(d) Memastikan deviasi antara
pelaksanaan dengan rencana
yang tercantum pada Hal Ill
DIPA tidak melebihi 5%

(lima persen).

« Selanjutnya, untuk meningkatkan
capaian pada indikator
Penyerapan Anggaran, periu
dilakukan beberapa sebagai
berikut:

(a) Melakukan akselerasi
pelaksanaan program/
kegiatan; dan

(b) Melakukan percepatan
pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ); dan

Melakukan penyusunan dan
mendorong penetapan
Rancangan Permensos tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan

A meiahy prarvin et

Fs s Kermensos. o, ki
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Instansi
melalui
pelaksanaan evaluasi atas penerapan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Nilai Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah didapatkan

Pemerintah  (SAKIP) sebagaimana
dimaksud pada Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas atas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP  dapat diartkan  sebagai
instrumen yang digunakan instansi
pemerintah dalam memenuhi kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi, terdin dari
berbagai komponen yang merupakan
satu kesatuan, yaitu perencanaan
strateqis, perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, dan pelaporan
kKinerja.

Tabel 9. Perbandingan Capaian IKK 2.2

IKK 2.2
Nilai SAKIP Biro Keuangan

Cara Perhitungan -. -i

Nilai Akuntabilitas Kinerja
Biro Keuangan merupakan ukuran
perkembangan implementasi SAKIP
pada Biro Keuangan berdasarkan
penilaian yang dilakukan cleh APIP.

Predikat
Sangat Memuaskan (AA): > 90 - 100

Memuaskan (A) :>80-90
Sangat Baik (BB) ;>70-80
Baik (B) ' >60-70
Cukup (Memadai) (C) :>50-60
Kurang (D) ;> 30-50
Sangat Kurang (E) ' >0-30

Tabel 9 menyajikan capaian kinerja Nilai
Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan
pada tahun 2020-2022 sera
perbandingannya dengan target jangka
menengah sebagai berikut:

IKK 2.2 Nilai SAKIP Biro Keuangan
2020 2021 2022 2023 2024 % GCapaian
vl ESN T A R e S v R’ % | ¥ M':‘n';f,';h
NA 8116 NA g1 8174 1D091 B2 gil1B 9178 a4 a4d° 100 84 96.80%
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Dikarenakan penilaian atau hasil
evaluasi AKIP untuk tahun 2023 masih
dalam proses pelaksanaan evaluasi,
maka realisasi tahun 2023 untuk
indikator berikut menggunakan realisasi
sementara sesuai target.

Sehingga persentase capaian atas
target jangka menengah yang disajikan
pada tabel di atas, merupakan
persentase capaian tahun 2023 atas
target jangka menengah pada tahun

2024 yaitu sebesar 98,80%.
Adapun upaya yang dilakukan Biro
Keuangan dalam rangka

mempertahankan kategori Memuaskan

(A) yang berhasil didapatkan Biro

Keuangan pada Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinena Instansi

Pemerintah pada tahun 2020-2022 lalu

dan untuk mencapai target tahun 2023

pada indikator adalah melakukan

penyusunan dokumen akuntabilitas
kinerja Biro Keuangan yang meliputi:

(1) Penyusunan rencana kinerja yang
terdin dari Perjanjian Kinerja (PK),
Indikator Kinerja Utama (IKU),
Rencana Kerja (Renja), Rencana
Aksi (Renaksi), serta pelaksanaan
reviu Rencana Strategis (Renstra)
Biro Keuangan,

(2) Selain melaksanakan penyusunan
rencana kinerja, Biro Keuangan juga
melaksanakan penyusunan Laporan
Kinerja (Lakin) sebagai bentuk
pelaporan kinerja Biro Keuangan
dalam rangka melakukan
pengukuran kinerja dan
mempertanggungjawabkan serta
mengevaluasi kinerja Biro Keuangan
untuk peningkatan Kinerja
organisasi.

Laporan Kinerja Biro Kauangan TA. 20283

(3) Berkaitan dengan

perencanaan
strategis, perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja dan pelaporannya,
SAKIP  juga berkaitan  dengan
pengendalian dan komitmen pimpinan
didalamnya, Biro Keuangan
mewujudkannya dengan
melaksanakan pemantauan, evaluasl
dan pemantavan secara berkala
terhadap masing-masing  indikator
kinerja Biro Keuangan, Hal ini juga
terkait dengan penerapan manajemen
kinerja i Biro Keuangan melalui
penilaian sasaran kinerja pegawal di
Biro Keuangan yang dilakukan pada
aplikas: berbasis web pada portal
kinerja.bkn.go.id.

(4) Melakukan identifikasi dan analisis

resiko  yang dilaksanakan secara

daring melalui lautan
https.//s kemensos.go.idihg
S0y dukung daosarl disasey dengan

cara mesnwxian koge GR berdas,

=

atan meiaiul prangla benkat
HTTPSAS KEMENSOS GO IDHR
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IKK 2.3

Nilai kepuasan stakeholder terhadap

layanan Biro Keuangan

Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan
Layanan Biro Keuangan dilaksanakan
mengacu pada  Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik. Adapun pertanyaan
dalam kuesioner memuat 9 unsur penifaian
berdasarkan PermenpanRB Nomor 14
Tahun 2017 tersebut, yang meliputi:

(Z{ Persyaratan (U1)

Sistem, mekanisme dan
prosedur pelayanan (U2)

d Waktu penyelesaian {(U3)

@ Biayanarif (Ud)

d Produk spesifikasi jenis
pelayanan (US)
Kompetensi Pelaksana (UG)
Perilaku pelaksana (U7)
Penanganan pengaduan,
saran dan masukan (UB)

d Sarana dan prasarana (U9)

Pelaksanaan survei kepuasan atas layanan
Biro Keuangan dilaksanakan  untuk
mengukur tingkat kepuasan stakeholder
Biro Keuangan terhadap pelaksanaan
layanan Biro Keuangan yang telah
dilaksanakan sepanjang Tahun 2023
dengan cara perhitungan sebagai berikut:
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o™

o=

J..-{ Cara Perhitungan

Bobot nilai Jumish Babat 1
FAtaAIatl = ————————eee. © e = 1112
tertimbang Jumlah Unsis ]

Total dari Niai Persepsi per unsur

% Nilai Panimbang
Total Unsur yang Terisi

Nilal Konversi SKM = SKM unit pelayanan x 25

Mutu Pelayanan

A {Sangat baik) : 88,31 - 100
B (Balk) 176,61 - 88,30
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
D (Tidak Bak) :25,00- 64,99

Adapun layanan Biro Keuangan tersebut
meliputi:

1.Pembayaran gajl dan peralanan dinas di

lingkungan Sekretanat Jenderal,
Pelaksanaan satu DIPA di lingkungan
Kementerian  Sosial  termasuk  dalam
pengelolaan dan pembayaran gajl pegawai di
lingkungan Sekretaniat Jenderal dan juga
dalam pelaksanaan layanan pembayaran
peralanan dinas pimpman. Biro Keuangan
tefah melaksanakan layanan pembayaran ga)l
kepada 424 orang pegawai di lingkungan
Sekretariat Jenderal per Desember 2023.
Layanan pembayaran  gaji pegawai
mencakup juga pengelolaan dan rekapitulas:
data Kenakan Gajl Berkala (KGB) serta
penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian
Pembayaran (SKPP) bagi pegawa: yang
terdampak pelaksanaan mutasi, rotasi,
pensiun maupun pegawil yang mennggal
dunia di lingkungan Sekretariat Jenderal,

2.Biro Keuangan melaksanakan peranan

sebagai pembina jabatan fungsional PK dan
APK APBN pada lingkungan Kementerian
Sosial,
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2. Layanan Pengelolaan Keuangan yang
mencakup layanan terkait pelaksanaan
dan pengelolaan keuangan sena layanan
terkait penyusunan laporan keuangan.

Survei Kepuasan Layanan yang dilaksanakan
oleh Biro Keuangan dikuti oleh 238 responden
dan dilaksanakan melalui media google form
yang dapat diakses melalui pranala berikut
https: /bt ly/2023SurveiLayananRokeu yang
disampalkan melalul Surat Plt. Kepala Biro
Keuvangan Nomor 56/1.2/KU.00.00/1/2024
tanggal S Januari 2024 hal Permohonanan

Berdasarkan haslil
diketahui bahwa:
(1) Kualitas sarana dan prasarana
mendapatkan nilai terendah yaitu 88,55
Kemudian untuk milas terendah kedua
adalah penanganan pengaduan yang
mendapatkan nila 88,87, Selanputnya
unsur kesesuaian pelayanan dengan nilai
88,97 merupakan unsur terendah ketiga.
(2) Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilal
tertinggi yaitu kesesuaian/kewajaran biaya
mendapatkan nilai 96,11 dard  unsur
layanan, disusul dengan unsur perdaku
petugas pelayanan dengan nilai 90,14 dan

pengolahan data. dapat

Pengisian Survei Kepuasan Layanan Biro unsur kesesuaian persyaratan menempati
Keuangan. nilai tertinggl ketiga yaitu 89,60.
Tabel 10. Perbandingan Capaian IKK 2.3
IKK 2.3 Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Keuangan
2020 2021 2022 2023 2024 % Capalan
_ ' Target
T el il B N Rl e v & % |7 mm
NA  NA NA 77 B383 109 90 9005 10005 90 9008 10009 5O 100,099

Tabel 10 di atas menyajikan perbandingan
capaan kinerja indikator i pada tahun 2020-
2023 serta terhadap target jangka menengah.
Berdasarkan hasil surver yang telah di konversi,
hasil SKM Layanan Biro Keuangan mendapatkan
nilai 90,08 dengan indeks 3,60. Sehingga secara
kategori Mutu Pelayanan, Biro Keuangan
termasuk dalam kategori A. Dengan demdaian,
Layanan Biro Keuangan berdasarkan hasil Survei
Kepuasan Layanan tahun 2023 adalah SANGAT
BAIK. Berdasarkan tabel di atas, dapat
disimpulkan juga bahwa kinerja penyelenggaraan
pelayanan Biro Keuangan dari tahun 2021 hingga
2023 mengalami peningkatan.

unsur perilaian I
Layanan g9 S0
90.34 Biro mm ' -a‘w:

Grafik 7, U4
Ml Sunvel aE 11
Kegussas Layansm “"u
per unsw

Adapun upaya yang akan dilakukan Biro Keuangan
untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai
kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro
Kevangan adalah:

(1) Meningkatkan koordinasi dengan pengelola
tempat untuk meningkatkan kualitas pada
unsur sarana dan prasarana.

(2) Pengembangan dan pelaksanaan aplikasi
KLIK-KEU  (Khnik Keuvangan) untuk
menindakianjuti saran perbaikan terhadap
unsur penanganan pengaduan.

(3) Penyusunan buku saku terkait pengelolaan
keuangan melalw  diskusi  dengan
mehbatkan Tim Inspektorat Jenderal dan
Kementerian/Lembaga terkait.

Sukty alvng dapa! dukses doengan
cara memindy kode R Dok

alay medall pyanala Darlur
HTTPSIS KEMENSOS GO JDWHS
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C. REALISASI ANGGARAN

lu dikelol
Anggaran perlu dikelola dengan REALISAS| ANGGARAN

efektif dan efisien sehingga BIRO KEUANGAN TA. 2023
anggaran yang tersedia dapat
digunakan secara optimal untuk 99 18

L J

mencapai tujuan organisasi.

Terdapat peningkatan realisasi bila dibandingkan dengan realisasi anggaran
Biro Keuangan pada tahun 2022 lalu yang hanya mencapai 83,26%.
Salah satu hal yang mempengaruhi hal tersebut adalahan karena adanya
perencanaan dan perhitungan yang matang terkait penggunaan anggaran
belanja pegawai agar dapat dilakukan pergeseran untuk pemenuhan
kebutuhan lainnya pada satker maupun unit kerja Kementerian Sosial.

Pagu

Grafik 8.  Perbandingan Pagu dan Realisas) Bira Kewvangan Tabun 2022

Adapun rincian realisasi anggaran Biro Keuangan TA. 2023 berdasarkan
Jenis Belanja tersaji sebagai berikut:

Tabel 11. Realisasi Anggaran Biro Keuangan TA 2023 per jenis belanja

JENIS BELANJA PAGU REALISASI % SISA

Belanja Pegawai Rp57.619.211.000,- Rp56.983.880.348,- 98,90% Rp635.330.652,-
Belanja Barang Rp25.392.677.000,- Rp25.345.321.777,- 99,81%  Rp47.355.223,-
Operasional Rp19.326.724.000,- Rp19.321.834.352,- 99,36% Rp4.889.648,-
Non-Ops Rp6.065.953.000,- Rp6.023.487.425,- 9930%  Rp42.465.575,-

TOTAL Rp83.011.888.000,- Rp82.329.202.125,- 99,18% Rp682.685.875,-
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Anggaran merupakan salah satu sumber daya yang digunakan sebagai input
untuk mencapai oulput sasaran strategis yang ditetapkan. Adapun rincian
pagu dan realisasi anggaran Biro Keuangan TA 2023 berdasarkan sasaran
kegiatan tersaji sebagai berikut:

Tabel 12. Realisasi Anggaran Biro Keuangan TA 2023 per Sasaran Kegiatan

SASARAN KEGIATAN PAGU REALISASI %
Naringhey uatins Rp4.022.065.000.- Rp4.011.179.056.- 99,78%
pengelolaan keuangan PRSI e i g
Terwujudnya Sekretariat Jenderal
yang akuntabel dan berkinerja Rp78.089.823.000,- Rp77.418.023.069,- 99 14%
tinggi

TOTAL Rp83.011.888.000,- Rp82.329.202,125,- 99,18%

Sedangkan rincian pagu, realisasi dan persentase realisasi anggaran
Biro Keuangan TA. 2023 berdasarkan komponen Biro Keuangan tersaji pada
matriks sebagai berikut:

Tabel 13. Realisasi Anggaran Biro Keuvangan TA 2023 per Komponen

KOMPONEN PAGU REALISASI % SISA
(1) (2) (3) (@) (s)

Gaj dan Tunjangan Rp57,619,211,000 - Rp56,983.880.346,- 98,90% Rp635.330.652 -
Cperaionss dan Rp19.326.724.000- Rp19.321.834.352-  00.36% Rp4.889.648,-
Pemeliharaan Kantor ot L s iR B 1 s s
Pengelolaan Keuangan  Rp2.746.333.000,- Rp2.740.345.241 - 99.78% Rp5.987.759,-
Pelaporan Keuangan Rp2.284.587.000,-  Rp2.278.622.815-  99.74% RpS5.964.185 -
Dukungan Intemal Biro o 049,520,000 - RpO10.015.360-  06,79% Rp30.513.621,-
Keuangan
Pelaksanaan
Penyusunan Pelaporan  Rp85.504.000,- Rp85.504,000,- 100% RpO.-
Biro Keuangan
TOTAL Rp83.011.888.000- Rp82.329.202.125- 99,18%  Rp682.685.875,-
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D. ANALISIS EFISIENSI

Dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya,
Biro Keuangan melakukan beberapa efisiensi sebagai berikut:

1.Pelaksanaan beberapa kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran bekerjasama dengan Kementerian Keuangan (cq. DJPb, KPPN)
yang dilaksanakan secara daring melalui ZOOM sehingga seluruh satker
di lingkungan Kementerian Sosial dapat mengikuti kegiatan tersebut.

2.Pelaksanaan pendampingan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan
permintaan darl satker yang bersangkutan memberikan kesempatan untuk
melaksanakan monitoring tindak lanjut dari hasil pendampingan yang telah
dilakukan oleh Biro Keuangan.

3.Pelaksanaan penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Sosial tentang
Penggunaan BAS dalam penyaluran Bansos dalam bentuk uang di lingkungan
Kemensos yang  dilaksanakan  bersamaan  dengan  koordinasi
pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Sosial.

4.Penyampaian beberapa Buku kumpulan peraturan terkait tunjangan kinerja
dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disampaikan pada saat
pelaksanaan kegiatan monitoring, pendampingan maupun supervisi yang
dilaksnakan Biro Keuangan.

Tabel 14. Sandingan Realisasi Capalan Kinerja dan Realisasi Anggaran

REALISASI
SASARAN KEGIATAN CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN

Meningkatnya kualitas pengelolaan

103,52% 99,78%
keuangan
Terwujudnya Sekretariat Jenderal
yang akuntabel dan berkinerja tinggi 100,53% 99,14%
TOTAL 102,02% 99,18%

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis efisiensi dengan cara
membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan realisasi anggaran.
Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran dari 2
(dua) sasaran yang ditetapkan, secara umum Biro Keuangan telah efisien
dalam penggunaan anggaran. Hal ini dikarenakan adanya selisih sebesar
2,84% antara capailan kinerja dengan realisasi anggaran Biro Keuangan.
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E. KINERJA LAINNYA

Biro Keuangan memiliki penugasan lainnya selain kinerja dengan target
capaian yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang
meliputi:

1. Biro Keuangan memperoleh penghargaan sebagail unit kearsipan dengan
kategori AA (sangat memuaskan) dengan nilai 92,49 berdasarkan hasil
Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Biro
Umum.

2.Berdasarkan nota dinas 777/1.2/KU.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023
hal Undangan Rapat, Biro Keuangan melaksanakan koordinasi dengan
UKE | pengelola program serta dengan kementerian terkait sehubungan
dengan perhitungan financial benefit dan inovasi Kementerian Sosial
terkait penyesuaian tunjangan kinerja.

3.Berdasarkan Surat Tugas Kepala Biro Keuangan Nomor
739/1.2/PS.10/8/2023 tanggal 7 Agustus 2023, Biro Keuangan
berpartisipasi dalam melaksanakan koordinasi dengan pihak internal
maupun eksternal terkait dengan pelaksanaan penilaian mandirn Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

4 Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Sosial. Selain itu,
Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan
Amil Zakat Nasional Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit
Pengumpulan Zakat Nasional Kementerian Sosial Republik Indonesia,
Biro Keuangan berperan sebagai Bendahara. Masih berkaitan dengan hal
tersebut, berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal Kementerian
Sosial Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tim Sekretariat Unit Pengumpul
Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kementerian Sosial Republik
Indonesia, Biro Keuangan berperan sebagai ketua Tim Sekretariat Unit
Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kementerian Sosial
Republik Indonesia.

Selain itu, atas pendampingan yang dilakukan Biro Keuangan terkait
pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan, bheberapa UPT di
lingkungan Kementerian Sosial mendapatkan penghargaan dalam bidang
keuangan beberapa diantaranya meliputi:
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Sentra Abseka & Pekanbaru mendapatkan Sentra Pangurangl di Takalar mendapatian
peringkat | kategon penggunaan KKP di lingkup kera peringkat | kategorl saker dengan ketepatan wakiu
KPPN Pekanbasu pemyamgaian Laporan Kevangan UAKPA Terbadk

Tahbun 2023 de ingkup kerja KPPN Makassar i

Sentra Budi Perkasa di Palembang Sentra Satria di Basvraden mendapatican
mendapatkan peringkat || kategori Pagu penngkat Terbask Nl untuk kategon LPJ
Besar dalam penilaian Panyelesaian LP) Bendahara Pengeluaran Kategari UP 100

Bendahara Terbaik Semeaster || Tahun Juta Keatas pada KKPN Purwokento

2023 di lingkup kera KPPN Palembang

Senra Terpadu Pangudi Luhur di Bekasi mendapatkan ermgkat
Terbaik | pada kategori pengguna Kartu Kredit Pemenntah (KKP)
Penode Tahun 2023 dan penngkat Terbak 11 pada kategorn
Pengguna Dyipay Satu Periote Tahun 2023 pada tngkup kena
KPPN Tipa Al Bekasi
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A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Biro Keuangan 2023 menyajikan berbagai keberhasilan
maupun kendala dalam mencapai sasaran Biro Keuangan tahun 2023 dan
perkembangan dari kinerja tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada
capaian indikator kinerja. Secara umum capaian kinerja Biro Keuangan
menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun terdapat indikator yang
belum didapatkan hasilnya.

Berdasarkan rata-rata capaian kinerja tahun 2023 yang mencapai 102,02%
dari target yang ditetapkan, sehingga secara keseluruhan capaian kinerja
Biro Keuangan dapat dinyatakan “berhasil’. Penambahan indikator kinerja
sebagai tindak lanjut dari hasil reviu Renstra Kementerian Sosial yang
kemudian dilakukan penyesuaian informasi kinerja sampai dengan level
organisasi di bawahnya, juga tidak menyurutkan semangat Biro Keuangan
untuk berupaya mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Dan 6 (enam) indikator, hampir seluruhnya telah melampaui target yang
ditetapkan. Hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan
penetapan target sebagai salah satu upaya dalam peningkatan kinerja Biro
Keuangan kedepannya. Hal tersebut sejalan dengan arahan Pimpinan untuk
senantiasa melakukan inovasi dalam bekerja dan tidak hanya melakukan
pekerjaan bussiness as usual.

B. TINDAK LANJUT

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa hampir semua indikator kinerja
Biro Keuangan telah mencapai bahkan melampaui target yang telah
ditetapkan. Mempertimbangkan hal tersebut, Biro Keuangan diharapkan
senantiasa mempertahankan capaian yang telah diperoleh. Di samping itu,
perlu juga dilakukan reviu kembali baik terhadap penetapan target agar lebih
challenging maupun terhadap perumusan indikator yang lebih bersifat
outcome untuk periode Renstra berikutnya.
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